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TANTANGAN ASN KE DEPAN 





Profil SDM 
di Pemprov. Jatim 

Kondisi Saat ini: 

49.912 PNS 

9.512 PTT-PK 

Sebelum UU 23/2014: 

- PNS: 19.423 orang 

- PTT-PK: 6.621 orang 

SMA/SMK 

(Non PNS) 

GTT: 12.238 
PTT: 8.585 



PROMOSI 

Kompeten – Kualifikasi sesuai 
1 

2 

3 

4 
DIKLAT/MAGANG 

Tidak kompeten – Kualifikasi 
tidak sesuai namun 
berkinerja 

MUTASI/ROTASI 

Kompeten – Kualifikasi sesuai 
tapi tidak berkinerja 

PENSIUN DINI/ 
RASIONALISASI 

Tidak kompeten – Kualifikasi 
tidak sesuai dan tidak 

berkinerja 

Tidak Kompeten  
– Kualifikasi  
tidak Sesuai 

Kompeten –  
Kualifikasi 

Sesuai 

Tidak berkinerja Berkinerja 

PEMETAAN KINERJA & KUALIFIKASI-KOMPETENSI PEGAWAI ASN  
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan  

Pemetaan Kualifikasi & Kompetensi – Kinerja ASN   



PP 49 TAHUN 2018 

TENTANG MANAJEMEN 

PEGAWAI PEMERINTAH 

DENGAN PERJANJIAN KERJA 









 



 



 



 



 



 



 



KEPEGAWAIAN PASCA PP 49/2018 
Tentang Manajemen PPPK 

Pasal 96: 

   PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK 
untuk mengisi jabatan ASN. 

 

Pasal 99: 

   Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum 
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan 
tugas paling lama 5 (lima) tahun . 



mengakomodir aturan bagi mekanisme 
berbasis merit untuk merekrut para 

profesional masuk ke dalam 
birokrasi dengan batas usia pelamar 
yang lebih fleksibel dibanding CPNS. 

PP 49/2018 



fleksibilitas batas usia pelamar dan 
kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, 
dirancang untuk memudahkan para 
talenta terbaik bangsa yang ingin 
berkontribusi dalam birokrasi tanpa 

terkendala batasan usia. 

PP 49/2018 



kebijakan PPPK diarahkan untuk 
mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi 
dan Jabatan Fungsional Tertentu 
dengan batas usia pelamar paling 

rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 
tahun sebelum batas usia pensiun 

jabatan tersebut 

PP 49/2018 



Persamaan PPPK dengan PNS 

Pasal 38: Sistem Penggajian dan Tunjangan 

 PPPK diberikan Gaji dan Tunjangan. 

 Gaji dan Tunjangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku bagi PNS 



Pebedaan PPPK dengan PNS 

Pasal 37: adanya masa perjanjian kerja 

 Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan 

dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. 

 Perpanjangan Hubungan Pedanjian Kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, 

kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan 

PPK. 

 Perpanjangan Hubungan Kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS 

mendapat persetujuan dan berkoordinasi dengan KASN. 

 Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan 

tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN 

 Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT 

utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun. 



5 keistimewaan PP Nomor 49 tahun 2018 pada pegawai honorer 

1.  Pegawai Honorer Berubah Status Menjadi PPPK 
     Pegawai honorer di lembaga pemerintahan akan diikutkan seleksi merit. Setelah lulus   
     seleksi, pegawai honorer akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai  
     Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.  
2.  Usia Pelamar Lebih Fleksibel 
     Pegawai honorer yang ingin menjadi ASN berstatus PPPK tidak dibatasi usia seperti  
     pelamar CPNS. 
3.  Membuka Peluang yang Lebih Luas 
     Dengan tidak dibatasinya usia pelamar, PPPK diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari  
     kalangan profesional yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) 
4.  Memberikan Kepastian Kerja 
     Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian kerja kepada para  
     pegawai honorer. PPPK akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas. 
5.  Mendapat Hak dan Fasilitas Setara PNS 
     PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS.      
     Bedanya PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti para PNS. 













 

1. Rencana Aksi Jangka Pendek 
(Quick Wins) 

2. Rencana Aksi Jangka Menengah 

RENCANA AKSI PEGAWAI NON PNS 

DI JAWA TIMUR



 

1. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pegawai 
    - melalui Analisis Beban Kerja untuk melihat kelebihan dan kekurangan    
      Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan 
    - entry kebutuhan melalui aplikasi e-formasi 
2. Menempatkan Pegawai sesuai kompetensinya 
    - melalui redistribusi atau rotasi 
    - uji kompetensi 

 

Rencana Aksi Jangka Pendek (Quick Wins)

Maksimal paling lambat 1 (satu) tahun berjalannya tugas pokok dan fungsi 



 
1. Penyusunan Peraturan Gubernur 
    Tentang Pegawai Non PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
2. Menjalankan Regulasi sesuai PP 49 Tahun 2018 
    rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
 

 

Rencana Aksi Jangka Menengah




